
BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI iiUSI RAI'UAS
NoMoR 19 rnuuN 2otl

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEilIERINTAH KABUPATEN

ilUSI RAYI,AS KE DALAM T.IOOAI PT. BAilK PEIIBANGUNAN DAERAH

SUiiIiEiA SELATAN DAN MNGKA BELTTUNG

Menimbang '. a-

b.

DENGAN RAHUAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI iIIUSI RAI'I'AS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-undang

NomorS2Tahunzo(HtentangPemerintahanDaerah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah

pada badan usaha milik pemerintah dan/atau rnilik swasta;

bahwa dalam rangka meningatkan pendapatan asli daerah dan

untuk meningkatkan keseiahteraan danlatau pelayanan kepada

masyarakat serta dengan tidak mengganggu keuangan daerah'

maka pemerintah Kabupaten akan mengadakan penambahan

penyertaan modal Daerah ke dalam modal PT' Bank

Pembangunan Daerah sumatera selatan dan Bangka Belitung.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

padahurufadanhurufb,dansambilmenungguPeraturan

Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah

Pernerintah Kabupaten Musi Rawas ke dalam Modal PT- Bank

Pembangunan Daerah sumatera selatan dan Bangka Belitung

ditetapkan, maka terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan

BupatiMusi Rawas.

undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

DaerahTingkatlldanKotaprajadisumateraSelatan
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahunlg5gNomorT3,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1821);
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2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor a286\;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4357);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan

PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor a389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oo4Nomor66,

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor

4400);

6.Undang-UndangNomor2STahun2004tentangSistem
PerencanaanPembangunanNasional(LembaranNegara

Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

Undang-UndangNomor33Tahun2oo4tentangPerimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4438); 
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7.

8.
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MenetaPkan:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

StandarAkuntansiPemerintahan(LembaranNegaraRepublik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 49' Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesiaTahun2005Nomorl4o,TambahanLembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578\;

ll.PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentang
PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah,
PemerintahanDaerahProvinsidanPemerintahanDaerah

Kabupaten/Kota(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun

2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah'

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010

tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalam

NegeriNomorl3Tahun2006tentangPedomanPengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun

2o0stentangPokok-PokokPengelolaanKeuanganDaerah

KabupatenMusiRawas(LembaranDaerahKabupatenMusi

Rawas Tahun 2008 Nomor 7)'

MEMUTUSKAN :

PERATURANBUPATIMUSIRAWASTENTANGPENAMBAHAN

PENYERTAANTT,IoDALDAERAHPEMERINTAHKABUPATEN

MUSIRAWASKEDALAMMoDALPT.BANKPEMBANGUNAN

DAERAHSUMATERASELATANDANBANGKABELITUNG.

Pasal 1

PemerintahKabupatenMusiRawasmelakukanpenambahan

penyertaanmodalDaerahkedalammodalPT.BankPembangunan

Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung' 
-^, 
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Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana

dimaksuddalamPasalladalahsebesarRpl0'000'000'000'00

(sepuluh miliar ruPiah)'

(2) Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)berasaldariAhggaranPendapatandan

Belania Daerah Kabupaten Musi Rawas'

(3) Besarnya nilai penyertaan modal Daerah sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)akandisetorsetiaptahunyang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah'

Pasal 3

peraturan Bupati ini murai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya' memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas'

DitetaPkan di Lubuklinggau

pada tanggal12 Desember 2P11

' 
Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal 12 Desember 2011

PIt. SEKRETARS DAERAH
KAEUfiTEN MUSI RAWAS'ffik

/

'Pembina Utama Muda'
NtP. 19570704 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOM OA 1.4
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